
Copyright @ Nurlaelasari Abdullah, Lisda Van Gobel, Yahya Antu 

INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5157-5165 

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 

Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative 

 

Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT)  

di Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo 

 

Nurlaelasari Abdullah
1✉

, Lisda Van Gobel2, Yahya Antu3 

Universitas Bina Taruna Gorontalo 

Email: nurlaelashary7@gmail.com
1✉ ,

 

 

Abstrak 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak 

Atas Tanah (SPPHT) di Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini 

menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi 

dan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang di ajukan kepada sejumlah informan 

dengan fokus penelitian yaitu, SOP, Waktu Penyelesaian, dan Responsivitas. Hasil penelitian 

menunjukan Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) di Desa 

Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dari aspek standar Operasional prosedur, waktu 

penyelesaian dan responsivitas aparat masih kurang optimal sehingga masyarakat yang datang 

didalam pengurusannya merasa dirugikan atas waktu dan keyamanan. Disarankan perlunya 

pemerintah desa Motilango kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo meningkatan pelayanannya 

pada masyarakat khususnya dalam Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah 

(SPPHT) dari aspek standar Operasional prosedur, waktu penyelesaian dan responsivitas sehingga 

pemerintah desa dapat memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat. 

Kata Kunci: Pelayanan Penerbitan, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah 
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Abstract 

The aim of this research is to determine the Service for Issuing a Statement of Relinquishment of Land 

Rights (SPPHT) in Motilango Village, Tibawa District, Gorontalo Regency. This research uses a 

descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through observation and interviews 

using interview guidelines submitted to a number of informants with the research focus, namely, SOP, 

Completion Time, and Responsiveness. The results of the research show that the Service for Issuing 

Statement of Relinquishment of Land Rights (SPPHT) in Motilango Village, Tibawa District, Gorontalo 

Regency from the aspects of standard operational procedures, completion time and responsiveness of 

the authorities is still less than optimal so that the people who come to handle it feel disadvantaged in 

terms of time and security. It is recommended that the Motilango village government, Tibawa 

subdistrict, Gorontalo district, improve its services to the community, especially in the Land Rights 

Release Statement Issuance Service (SPPHT) from the aspects of standard operational procedures, 

completion time and responsiveness so that the village government can provide maximum service to 

the community. 

Keywords: Publishing Services, Statement of Release of Rights Land 

 

PENDAHULUAN 

Desa Motilango kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo sebagai salah satu unsur 

pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo seperti yang 

berkaitan dengan hal perijinan dan penerbitan, surat pengantar e-KTP, surat pengantar Akta 

Kelahiran, Surat Pelepasan Hak atas Tanah dan sebagainya memang diharuskan untuk 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas, karena dewasa kini masyarakat kian kritis 

dengan kondisi birokrasi yang ada pada pemerintahan.  

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor desa Motilango  bahwa masyarakat 

yang mengurus kepemilikan hak atas tanah pada tahun 2020 sebesar 54 surat dengan 

presentase 31,66%, pada tahun 2021 sebanyak 34 surat dengan presentase 19,44%, Tahun 

2022 sebesar 96 surat dengan persentase 23,05% dan pada tahun 2023 sebesar 44 surat 

dengan presentase 25,84%. Hal tersebut menggambarkan adanya kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya mengurus kepemilikkan hak atas tanah. Seperti yang kita ketahui 

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Program Nasional Agraria (PRONA) yaitu penerbitan 

sertifikat hak atas tanah yang dikenal sekarang adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) secara gratis untuk kelompok masyarakat ekonomi lemah, yang menjadi syarat agar 
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bisa mendapatkan sertifikat gratis tersebut salah satunya dengan mempunyai surat pelepasan 

hak atas tanah yang harus dimiliki terlebih dahulu.  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan masih terdapat permasalahan dalam 

pelaksanaan pelayanan penerbitan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah (SPPTH) di desa 

Motilango kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo. Dalam pelaksanaan pelayanan 

pembuatan pelepasan hak atas tanah (SPPTH) belum adanya kejelasan standar operasional 

prosedur (SOP) dari pemerintah desa ke masyarakat sehingga masyarakat harus pulang 

karena syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan kurang lengkap karena tidak ada papan 

informasi pelayanan yang menjelaskan tentang prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan 

sehingga sebagian masyarakat merasa kebingungan. 

Permasalahan berikutnya adalah dalam memberikan pelayanan masih kurang optimal, 

hal ini terinidkasi dari waktu penyelesaian SPPTH bisa berhari-hari yang disebabkan oleh 

pejabat yang berwenang dalam hal ini kepala desa serta aparatur desa yang tidak berada 

ditempat atau sedang dinas luar dan berkasnya belum lengkap secara otomatis waktu yang 

diperlukan untuk memproses surat yang dimaksud akan lebih lama dari perkiraan.  

Selanjutnya adalah kurangnya responsivitas aparatur desa dalam melayani masyarakat. 

Sebagian besar masyarakat yang melakukan pengurusan pelepasan hak atas tanah di Kantor 

desa motilango menyatakan aparatur desa belum cukup tanggap atau responsif dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, menunda-nunda pekerjaan dan dalam 

menyampaikan informasi aparatur desa motilango masih kurang jelas dan berbelit-belit 

sehingga sebagian masyarakat merasa kebingungan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten 

Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Instrumen pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Data Reduction (Reduksi Data), Data 

Display (Penyajian Data), Verifikasi Data, Kesimpulan Data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah langkah-langkah yang dibahas dalam penelitian mengenai Peilayanan 

Peineirbiitan Surat Peirnyataan Peileipasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dii Deisa Motiilango 

Keicamatan Tiibawa Kabupatein Gorontalo. Hasiil dan analiisiis kualiitatiif teirhadap masiing-
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masiing fokus peineiliitiian dapat diiuraiikan deingan peinjeilasan seibagaii beiriikut :  

Untuk Standard Opeiratiing Proceidurei (SOP) dalam Peilayanan Peineirbiitan Surat 

Peirnyataan Peileipasan hak Atas tanah (SPPHT) beilum ada diikareinakan peilayanan diikantor 

deisa motiilango beirsiifat umum teirmasuk peingurusan SPPHT seirta diijalankan seisuaii 

reigulasii meingeinaii Surat Tanah. Hal iinii meinunjukkan bahwa peilayanan SPPHT diideisa 

Motiilango meinggunakan reigulasii beirdasarkan peingurusan tanah darii BPN. seilaiin iitu 

dalam peilayanan peingurusan SPPHT dii deisa Motiilango, masyarakat tiidak meingeitahuii 

teirkaiit proseidur peingurusannya, hanya iinformasii yang diisampaiikan seicara liisan hal-hal 

apa saja yang peirlu diipeirsiiapkan. Peingurusan SPPHT diideisa Motiilango kurang jeilas, 

bahkan ada peigawaii yang tiidak tahu meinahu teirkaiit syarat-syarat peingurusan SPPHT. 

Seihiingga masyarakat harus bolak baliik meimpeirsiiapakan beirkas dalam peingurusan 

SPPHT. Peimeiriintah deisa teilah meilakukan sosiialiisasii keipada masyarakat teitapii beilum 

maksiimal diilakukan diimana masyarakat deisa motiilango beilum meiliihat adanya sosiialiisasii 

dalam peingurusan SPPHT. Sosiialiisasii diilakukan hanya 1 kalii beirsama BPN namun tiidak 

diihadiirii seimua masyarakat seihiingga sosiialiisasii tiidak maksiimal dan teirsampaiikan keipada 

masyarakat deisa.  

Seilaiin iitu dii kantor deisa Motiilango beilum ada papan iinformasii yang teirseidiia 

diikareinakan peinggunaannya yang diianggap kurang eifeiktiif dan iinformasii-iinformasii 

teirkaiit teirutama SPPHT dan iinformasii laiinnya sudah meilaluii sosiialiisasii dan juga meidiia 

sosiial seimiisal grup Whatsapp. Untuk papan iinformasii tiidak gunakan diikareinakan  kurang 

eifeiktiif seirta masyarakat kurang meimpeirhatiikan apa-apa iinformasii yang ada diipapan 

iinformasii. Diimana papan iinformasii sangat diibutuhkan oleih masyarakat untuk hal-hal apa 

saja yang diipeirlukan dan diisiiapkan teirutama dokumein untuk peingurusan SPPHT. Hal iinii 

seijalan deingan peindapat Iinsanii dalam (Riismayantii, Musadiieiq and Aiinii, 2018) meinyatakan 

bahwa Standar Opeirasiional Proseidur (SOP) iialah peidoman peilaksanaan admiiniistrasii 

peirkantoran dalam rangka peiniingkatan peilayanan. SOP (Standard Opeiratiing Proceidurei) 

pada dasarnya adalah peidoman yang beiriisii proseidur-proseidur opeirasiional standar yang 

ada dii dalam suatu organiisasii yang diigunakan untuk meimastiikan bahwa seimua 

keiputusan dan tiindakan, seirta peinggunaan fasiiliitas-fasiiliitas proseis yang diilakukan oleih 

orang-orang dii dalam organiisasii yang meirupakan anggota organiisasii agar beirjalan 

eifeiktiif dan eifiisiiein, konsiistein, standar dan siisteimatiis (Tambunan, 2013: 86).  

Dalam peinyeileisaiian peingurusan SPPHT dii deisa Motiilango, jangka waktu 

peingurusan Peirnyataan Peileipasan hak Atas tanah (SPPHT) siifatnya kondiisiional, seisuaii 

deingan surat yang akan diiteirbiitkan nantii yang meimiiliikii tahapan-tahapan yaiitu 
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peingukurannya, dan keileingkapan beirkas. Apabiila beirkas yang dii bawa sudah leingkap 

darii ukuran tanah, gambar dan syarat-syarat yang laiinnya, maka surat Peirnyataan 

Peileipasan hak Atas tanah (SPPHT) dapat diiseileisaiikan dalam 1 harii bahkan kurang darii iitu. 

Jangka waktu peingurusan SPPHT juga biisa sampaii beirharii-harii apabiila dalam proseis 

peinandatanganan surat keipada piihak-piihak yang teircantum dii dalam surat seipeirtii ahlii 

wariis yang ada dii luar deisa dan juga masyarakat yang tanahnya beirbatasan deingan tanah 

masyarakat yag meilakukan peingurusan SPPHT. Yang lama adalah keitiika beirkasnya beilum 

leingkap dan juga keitiika meimbutuhkan tanda tangan keipala deisa yang harus 

meinyeisuaiikan deingan keibeiradaan keipala deisa tiidak beirada diiteimpat seihiingga lama 

untuk diiproseis oleih aparat deisa.  

Waktu Peilayanan surat Peirnyataan Peileipasan hak Atas tanah (SPPHT) sudah sangat 

eifeiktiif. Bahkan biisa diikatakan ceipat jiika diibandiingkan deingan peilayanan diideisa laiinnya 

diikeicamatan Tiibawa. Hanya saja keindalanya adalah dalam peingurusan beirkas yang 

diilakukan oleih masyarakat. jangka waktu peimbuatan SPPHT sangat ceipat yang kurang 

eifeiktiif iitu pada piihak peinjual bagii masyarakat. Untuk jangka waktu peimbuatan surat 

SPPHT bagii masyarakat sangat ceipat dan eifeiktiif jiika beirkas sudah leingkap dan status 

tanahnya juga tiidak meimiiliikii masalah. Yang beirmasalah adalah keitiika beirkas tiidak 

leingkap atau tanahnya masiih beirmasalah maka keipastiian waktu peinyeileisaiian juga tiidak 

pastii. Peimeiriintah deisa kurang meimbantu masyarakat jiika teirjadii peirmasalahan dalam 

keileingkapan admiiniistrasii oleih masyarakat.  

Hal iinii seisuaii peindapat Saleih (2018:106) yang meinyatakan bahwa seicara utuh dan 

priima peitugas peilayanan dalam meinyampaiikan peirlu diipeirhiitungkan janjii yang 

diisampaiikan keipada peilanggan teintang waktu peinyeileisaiian. Reispon Keipala Deisa 

meiwakiilii peimeiriintah teirhadap masyarakat sudah baiik jiika beirkasnya sudah leingkap dan 

proseisnya sudah beinar. Seirta piihak-piihak teirkaiit dalam surat sudah meinandatanganii 

maka harii iinii juga suratnya seileisaii. Seilaiin iitu peimeiriintah deisa Motiilango sangat tanggap 

teirhadap seimua masyarakat yang datang untuk meimiinta peilayanan baiik iitu surat 

Peirnyataan Peileipasan hak Atas tanah (SPPHT) maupun peilayanan surat laiinnya, teitapii 

seibagaii aparat juga meimiiliikii peikeirjaan atau tugas laiin yang seisuaii tupoksii, juga 

meingeinaii Peirnyataan Peileipasan hak Atas tanah (SPPHT) teirgantung darii keileingkapan 

beirkas seirta status tanah yang tiidak meimiiliikii masalah contohnya seipeirtii tanah budeil, dan 

laiinnya.  

Diisiisii laiin reispon aparat deisa dalam meimbeiriikan peilayanan masiih kurang baiik. 

Walaupun kondiisii peikeirjaan yang banyak akan teitapii untuk meimbeiriikan peilayanan 
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seiharusnya meindahulukan meilayanii masyarakat bukan masyarakat meinunggu aparat 

deisa teirkadang meinunda-nunda. Masyarakat akan diireispon  dii datangii beirulang-ulang 

dan dii hubungii leiwat teilpon. Tiindakan peimeiriintah dalam hal iinii Keipala Deisa jiika teirdapat 

masalah atau keisuliitan yang diihadapaii masyarakat dalam hal peingurusan surat 

Peirnyataan Peileipasan hak Atas tanah (SPPHT) yaiitu meimbeiriikan arahan keipada Aparat 

deisa untuk seigeira meincarii solusii agar masalah masyarakat seigeira seileisaii seisuaii reigulasii 

yang ada. Peimeiriintah deisa Motiilango jiika teirdapat masalah atau keisuliitan yang diihadapii 

masyarakat dalam hal peingurusan surat Peirnyataan Peileipasan hak Atas tanah (SPPHT) 

yaiitu meimbeiriikan solusii deingan meimbeiriikan peinjeilasan meingeinaii proseis dan alur 

peimbuatan surat meilaluii peirangkat deisa yang ada. Tiindakan Aparat Deisa masiih kurang 

tanggap dalam meilayanii masyarakat yang meingalamii keisuliitan teirutama masyarakat 

yang kurang beigiitu meingeirtii meingeinaii alur peimbuatan surat seihiingga harus beirtanya 

dulu keipada keipala dusun. Siikap Aparat Deisa yang meimbeiriikan peilayanan teirhadap 

mayarakat sudah sangat tanggap dan meimbeiriikan peilayanan seicara ceipat dan eifiisiiein. 

Aparat deisa diidalam meimbeiriikan peilayanan adalah seilalu yang eifeiktiif dan eifeisiiein seisuaii 

reigulasii yang ada seirta dalam meilayanii seilalu beirusaha diidalam peilayanan untuk seilau 

ramah keipada masyarakat. Hanya saja teirkadang siikap aparat deisa dalam meimbeiriikan 

peilayanan masiih kurang teirutama diidalam meineirapkan skala priioriitas dalam 

meingeirjakan tugasnya. miisalnya aparat deisa yang meindahulukan peikeirjaan yang masiih 

lama jangka waktu peinyeileisaiiannya diibandiingkan meindahulukan meilayanii masyarakat 

yang datang kei kantor keipala deisa utama untuk meimiinta peilayanan admiiniistrasii.  

Hal iinii seisuaii peindapat (Siinambleia, 2016) dalam priinsiip-priinsiip peilayanan publiik 

diimana reisponsiiviitas adalah keimampuan peigawaii untuk meimbantu peilanggan atau 

masyarakat dan meimbeiriikan peilayanan deingan ceipat.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, 

peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Standar Opeirasiional Proseidur (SOP) Peilayanan dalam peineirbiitan Surat Peirnyataan 

Peileipasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dii deisa Motiilango keicamatan Tiibawa 

Kabupatein Gorontalo beilum ada diikareinakan peilayanan diikantor deisa motiilango 

beirsiifat umum seirta diijalankan seisuaii reigulasii meingeinaii Surat Tanah. Seihiinga 

masyarakat tiidak meingeitahuii teirkaiit proseidur peingurusannya, hanya iinformasii 

yang diisampaiikan seicara liisan hal-hal apa saja yang peirlu diipeirsiiapkan seihiingga 
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masyarakat harus bolak baliik meimpeirsiiapakan beirkas dalam peingurusan.  

2. Waktu peinyeileisaiian peingurusan SPPHT dii deisa Motiilango siifatnya kondiisiional, 

seisuaii deingan tahapan-tahapan yaiitu peingukurannya, dan keileingkapan beirkas. 

Jangka waktu peingurusan SPPHT kurang eifeiktiif biisa sampaii beirharii-harii teirutama 

proseis peinandatanganan surat oleih piihak-piihak yang teircantum dii dalam surat. 

keindalanya laiinnya keipastiian waktu peinyeileisaiian juga tiidak pastii. Peimeiriintah deisa 

kurang meimbantu masyarakat jiika teirjadii peirmasalahan dalam keileingkapan 

admiiniistrasii oleih masyarakat.  

3. Reiponsiiviitas aparatur deisa dalam peineirbiitan Surat Peirnyataan Peileipasan Hak Atas 

Tanah (SPPHT) dii deisa Motiilango keicamatan Tiibawa Kabupatein Gorontalo dalam 

meimbeiriikan peilayanan masiih kurang baiik. Siifat meinunda-nunda peingurusan 

SPPHT oleih aparatur deisa seirta msyarakat akan diireispon  jiika dii datangii beirulang-

ulang dan dii hubungii leiwat teilpon. Seilaiin iitu tiindakan aparat deisa masiih kurang 

tanggap dalam meilayanii masyarakat yang meingalamii keisuliitan teirutama 

masyarakat yang kurang beigiitu meingeirtii meingeinaii alur peimbuatan surat 

seihiingga harus beirtanya dulu keipada keipala dusun. Aparat deisa diidalam 

meineirapkan skala priioriitas dalam meingeirjakan tugasnya meindahulukan peikeirjaan 

yang masiih lama jangka waktu peinyeileisaiiannya diibandiingkan meindahulukan 

meilayanii masyarakat yang datang kei kantor keipala deisa utama untuk meimiinta 

peilayanan admiiniistrasii.  

4. Peilayanan Peineirbiitan Surat Peirnyataan Peileipasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dii Deisa 

Motiilango Keicamatan Tiibawa Kabupatein Gorontalo darii aspeik standar 

Opeirasiional proseidur, waktu peinyeileisaiian dan reisponsiiviitas aparat masiih kurang 

optiimal seihiingga masyarakat yang datang diidalam peingurusannya meirasa 

diirugiikan atas waktu dan keiyamanan.  

Adapun hal-hal yang disarankan dalam penelitian ini yakni, Peirlunya peimeiriintah 

deisa Motiilango keicamatan Tiibawa kabupatein Gorontalo meiniingkatan peilayanannya 

pada masyarakat khususnya dalam Peilayanan Peineirbiitan Surat Peirnyataan Peileipasan 

Hak Atas Tanah (SPPHT) darii aspeik standar Opeirasiional proseidur, waktu peinyeileisaiian 

dan reisponsiiviitas seihiingga peimeiriintah deisa dapat meimbeiriikan peilayanan maksiimal 

pada masyarakat. 
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